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HAMPIR semua data menun-

jukkan bahwa peran pelaku usaha

mikro kecil menengah (UMKM) sa-

ngat signifikan, terutama pada kon-

tribusi tenaga kerjanya yang sangat

dominan dalam perekonomian nasio-

nal atau daerah. Kisarannya menca-

pai lebih dari delapan puluh persen,

namun sebenarnya tidak diikuti de-

ngan kontribusi rupiahnya, yang

masih berkisar antara 50-60 persen,

sebagaimana kajian yang pernah di-

lakukan Dinas Koperasi UKM DIY

tahun 2023. Artinya, jumlah yang be-

sar tidak diikuti dengan sumbangsih

rupiah yang signifikan. Bahkan mes-

ki jumlah pelaku UMKM di DIY yang

diperkirakan mencapai hampir satu

juta pelaku usaha, belum mampu

memberikan daya saing.

Apabila berkaca pada data SIBA-

KUL, laman resmi Dinas Koperasi

UKM DIY, sembilan puluh persen

anggota SIBAKUL merupakan

pelaku usaha mikro. Dominasi pela-

ku usaha mikro yang sangat besar ini

harus dimaknai bahwa potret pelaku

ekonomi didominasi oleh mereka

yang memiliki produktifitas dan

skala usaha yang masih sangat kecil.

Sebagaimana manifestasi kebijakan

Pemerintah bahwa pelaku UMKM

harus naik kelas. Pelaku usaha mikro

harus bisa bertransformasi menjadi

usaha kecil dan seterusnya. Ini

bukan perkara mudah, karena

tatakelola bisnis pelaku UMKM sa-

ngat kompleks.

Ketika Dinas Koperasi UKM DIY

men-generate tatakelola bisnis UM-

KM dalam perspektif enam aspek je-

jaring laba-laba, yang terdiri dari as-

pek : enterprener, produktifitas,

kelembagaan, literasi keuangan, pe-

masaran, dan digitalisasi; menun-

jukkan sebenarnya sudah ada perge-

seran skor ke arah yang lebih baik.

Namun tranformasi itu sudah ber-

jalan masif walau belum mampu

mengungkit pergeseran kelas secara

signifikan. Tentu saja, pergeseran ke-

las dalam perspektif UMKM naik ke-

las tersebut, sangat kompleks per-

masalahannya, termasuk adanya pe-

ngaruh kondisi sosio-ekonomi global,

tapi setidaknya ada beberapa hal

yang bisa dilakukan dan dikon-

disikan.

Orientasi Pasar atau ‘Demand’

Sudah banyak produk UMKM yang

dikreasi dan dikembangkan. Pendam-

pingan pun sudah dilakukan oleh

banyak pihak, tetapi mengapa hal itu

belum terlihat efektif dan terkesan

stagnan dalam postur ekonomi

daerah. Mungkin, perspektif pengem-

bangan produk harus digeser dari pen-

dekatan basis produksi menjadi pen-

dekatan apa yang sedang disukai atau

dibutuhkan pasar. Permintaan ter-

hadap produk atau jasa tertentu harus

dapat porsi lebih, ketika melakukan

pendampingan atau pembinaan kepa-

da pelaku usaha. Tentu saja hal ini

akan berimbas pada segmentasi pasar

mana yang akan dibidik, pasar lokal

atau justru wisatawan atau kalangan

yang seperti apa.

Kita tidak menafikan pengembang-

an produk lokal yang berdaya saing

tetapi harus realistis, pengembangan

itu memperhatikan survei pasar yang

akan disasar atau justru hanya seka-

dar berbasis pada potensi unggulan

saja. Maka, pemetaan terhadap poten-

si pasar itu akan berdampak pada

potensi permintaan atau pasokan dari

mana saja dan kualitasnya akan

mengikuti kebutuhan pasar. Maka,

penanganan sentra dalam pengem-

bangan kawasan seharusnya

memperhatikan supply-

chain perekonomian

kawasan, yang penanganan-

nya harus dilakukan secara

terpadu. Keterpaduan itu se-

layaknya dilakukan sejak

perencanaan dan dimaknai

pencapaiannya dengan spirit

kolaborasi, baik vertikal

maupun horisontal.

Membangun Perdesaan

Melalui Agribisnis

Tantangan berikutnya

adalah menggerakkan sektor

pengolahan dan pertanian

yang harus diakui bahwa

kontribusi perekonomiannya

masih dominan. Artinya,

menggerakkan ekonomi per-

tanian adalah menghidup-

kan agribisnis di perdesaan.

Pengembangan produk

UMKM berbasis pertanian dari hulu

hingga hilir, atau dikenal sebagai

agribisnis, harus dilakukan untuk

menumbuhkan ekonomi desa. Maka,

pengembangan ekonomi berbasis

agribisnis desa adalah penanganan

yang harus dilakukan secara serem-

pak dengan tetap memperhatikan

arah pengembangan kawasan.

Pengembangan sentra UMKM de-

ngan melihat arah pengembangan

kawasan adalah mutlak dalam revi-

talisasi agribisnis perdesaan. Tenaga

kerja di sektor agribisnis harus diakui

sangat dominan yang harus mendapat

pendampingan. Mencermati aspek ini,

sebenarnya sudah banyak yang di-

lakukan Pemerintah Daerah, melalui

pendekatan : padat karya pertanian,

desa lumbung mataraman, desa wisa-

ta, desa budaya, desa prener, atau de-

sa prima hingga UPPKA. Semua enti-

tas itu adalah bentuk pemberdayaan

yang harus dilakukan secara terarah

dan terukur. Maka, untuk membawa

UMKM benar-benar naik kelas, pe-

nguatan ekonomi desa melalui agribis-

nis secara berkelanjutan harus terus

dilakukan, apapun label entitasnya.

Saat ini saatnya saling bekerjasama,

dan bukan lagi sekadar sama-sama

bekerja.  ❑-d

*) Wisnu Hermawan, Kepala

Bidang Kewirausahaan Dinas

Koperasi UKM DIY.

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Wisnu Hermawan

Harga Pertamax naik jadi Rp 13.700

-- Ikuti saja?

***

Banyak lansia belum mendapat

layanan baik

-- Senior yang kadang dilupakan

***

Di Sukoharjo tanaman padi belum

terpengaruh kemarau

-- Pengaruhnya semoga tidak

menjadi bencana
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Membaca Laju Perkembangan UMKM

MEMBUKA catatan lama tentang

apa yang pernah disampaikan oleh

Prof Dr Meutia Hatta (Guru Besar

Antropologi UI) pada Rapat Dengar

Pendapat Umum, Panja RUU tentang

Kebudayaan, 23 Februari 2011,

menarik untuk diangkat di sini me-

ngenai “Bung Hatta” dan “mencer-

daskan kehidupan bangsa”.

Barangkali tulisan ini bisa ikut

memperingati hari lahir Bung Hatta

12 Agustus 2024 hari ini.

Alkisah, Prof Meutia menanyakan

kepada Bung Hatta, apa persisnya ar-

ti “mencerdaskan kehidupan

bangsa”. Kepada kami yang

muda-muda, Ibu Meutia per-

nah menunjukkan meja di ke-

diaman Bung Hatta tempat

Bung Hatta ikut menuliskan

kalimat patriotik panjang pada

Pembukaan UUD 1945: “…ke-

mudian daripada itu untuk

membentuk suatu Pemerintah

Negara Indonesia yang melin-

dungi segenap bangsa Indo-

nesia dan seluruh tumpah da-

rah Indonesia dan untuk me-

majukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan

bangsa dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berda-

sarkan kemerdekaan, perda-

maian abadi dan keadilan

sosial…”. 

Pada pertemuan antara se-

orang anak dan ayahnya, yang

tahun 1945 sebagai Wakil

Ketua BPUPK (Badan Penyeli-

dik Usaha-Usaha Persiapan Kemer-

dekaan), sebagai Proklamator Kemer-

dekaan bersama Bung Karno, kemu-

dian sebagai Wakil Presiden pertama

Republik Indonesia, ditanyakan kepa-

da beliau oleh sang anak (1973): “apa

yang dimaksud dengan mencer-

daskan kehidupan bangsa?”. Bung

Hatta menjawab singkat: “agar bang-

sa Indonesia tidak berjiwa Inlander”.

Pada zaman kolonial penduduk

Indonesia memang terbagi menjadi 3

golongan kasta, yaitu golongan

Inlander (kaum pribumi terjajah)

yang ditetapkan sebagai kasta teren-

dah, golongan Vreemde Oosterlingen

(kaum Timur Asing) yang berkasta

menengah, dan golongan European

(orang Eropa/kulit putih) sebagai

berkasta tertinggi. Dengan Pasal 27

UUD 1945 Indonesia menghapus

diskriminasi rasial yang memuakkan

ini: “segala warganegara bersamaan

kedudukannya dalam hukum dan pe-

merintahan… ”.

Penjelasan Bung Hatta itu mencer-

minkan pendapat beliau yang cermat,

bahwa mencerdaskan kehidupan

bangsa adalah suatu “konsepsi bu-

daya”, bukan konsepsi ragawi. Jadi

mencerdaskan kehidupan bangsa

bukanlah sekadar mencerdaskan otak

bangsa, tetapi adalah upaya meng-

angkat harkat martabat bangsa ini,

sebagai upaya mempertinggi derajat

kemanusiaan kaum inlander, yang

sadar akan harga-diri dan jati-

dirinya.

***

Barangkali hal ini relevan untuk ki-

ta bicarakan saat ini. Di zaman keti

dakmenentuan ini, tidak diragukan

Indonesia yang telah merdeka selama

hampir 79 tahun, telah melahirkan

orang-orang pintar, yang dihasilkan

oleh pendidikan tinggi nasional dan

internasional. Tetapi banyak di an-

tara orang-orang pintar ini yang se-

cara moral dan etikal tidak cerdas ke-

hidupannya. Mereka masih mengagu-

mi dan merasa minder terhadap

orang-orang asing. Mereka mudah

tunduk kepada arahan Bank Dunia

dan IMF yang tidak mengutamakan

kepentingan nasional. Bahkan mere-

ka sering dijuluki sebagai komprador-

komprador asing yang mengabaikan

nasionalisme dan kedaulatan

bangsa.

***

Marilah kita memperingati

hari lahir Bung Hatta serta

memperingati cita-cita besar be-

liau untuk meningkatkan har-

kat martabat bangsa Indonesia,

menanamkan rasa berdaulat

atas dirinya dan mempertinggi

derajat kemanusiaan bangsa, ti-

dak melakukan korupsi, tidak

melakukan tindakan a sosial

yang memalukan dan tidak

mengabaikan kepentingan rak-

yat.

Lebih dari itu mereka mampu

berkarsa untuk mengolah sen-

diri kekayaan alam Indonesia

yang melimpah untuk dipergu-

nakan sebesar-besar bagi ke-

makmuran rakyat. Dari sinilah

derajat kemanusiaan bangsa

Indonesia akan terangkat, men-

jadi cerdas kehidupannya se-

tara dengan bangsa-bangsa lain di

dunia.  ❑-d

*) Tan-Sri Zulfikar Yusuf,

Pengamat Sosekbud.

Tan-Sri Zulfikar YusufMenggagas Pilkada Yogya Ramah Lingkungan
PEMILIHAN umum kepala

daerah (pilkada) secara serentak

akan dilaksanakan November

mendatang. Meski tahapan kam-

panye Pilkada 2024 serentak dijad-

walkan mulai 25 September hingga

23 November,  namun ÔparadeÕ alat

peraga kampanye (APK) sudah

bermunculan. Di banyak tempat

termasuk seantero DIY, ratusan

APK bernuansa kampanye pilkada,

terus bermunculan dan bertebaran. 

Mungkin tidak sesemarak kam-

panye pemilihan legislatif dan pe-

milihan presiden Februari lalu.

Namun hakikatnya sama. Hanya

kini lebih didominasi gambar-gam-

bar wajah dalam baliho besar yang

sejatinya mengganggu. Karena be-

gitu ke luar rumah di ujung gang,

jalan, perempatan bahkan jembat-

an penyeberangan akan ÔmenatapÕ

wajah-wajah tersenyum menge-

sankan ramah. Seakan mereka

mengisyaratkan sebagai calon

pemimpin yang humanis bahkan

populis, yang harus dipilih.

Tentu saja, menjamurnya iklan

bernuansa politik, tidak terelakkan.

Ironisnya, mereka yang memasang

Ð bisa pendukung, relawan  atau

biro pemasang iklan luar ruang Ð

kadangkala kurang memahami

aturan. Warga tahunya calon

kepala daerah-lah yang tidak pa-

ham aturan ketika sejumlah figure

baru disamping petahana, telah

bermunculan melalui baliho.

Mereka berusaha Ômencuri startÕ

mengenalkan diri guna menarik

perhatian masyarakat. Memasang

logo partai politik, foto diri atau foto

bersama calon pasangannya untuk

pilkada bupati/walikota di DIY ini.

Bukan sekadar nama dan gambar

wajahnya tapi juga pesan-pesan

politiknya. 

Satpol PP Kota Yogya cukup jeli

dan teliti sehingga  menertibkan ra-

tusan reklame yang dinilai melang-

gar. Dan yang ditertibkan pun de-

ngan pelanggaran yang beragam.

Tidak berizin, berizin tapi lokasi pe-

masangan  tidak sesuai ketentuan.

Tidak sedikit yang sudah mema-

sang baru dimintakan izin. Miris-

nya, ada iklan politik yang dipasang

diikat di pohon, tiang penerangan

jalan umum bahkan dipasang di

pagar kantor pemerintah.  (KR,

10/8). Padahal soal pemasangan

reklame sudah diatur dalam keten-

tuan perda. Dimana Perda Kota

Yogya No 6/2022 tentang Penye-

lenggaraan Reklame dalam pasal

9 ayat (2) huruf d terdapat ketentu-

an : bahwa reklame tidak boleh di-

pasang di pohon, tiang listrik, tiang

telepon atau rambu lalulintas.

Perda tersebut juga mengatur bila

iklan politik harus mendapat izin

dan membayar  pajak reklame.

Persoalan iklan politik bukan hal

baru. Tetapi upaya Pemkot Yogya-

karta terus menegakkan aturan,

harus mendapat dukungan. Perda

dihadirkan harus ditegakkan de-

ngan tanpa pandang bulu. Artinya,

institusi yang memang harus

menegakkan aturan tidak perlu

gamang melaksanakan tugas.

Ketika  pemasangan tidak mem-

perhatikan etika, estetika, kebersih-

an dan keindahan kota atau

kawasan bahkan menghadirkan

polusi visual. Bahkan mengakibat-

kan kota semrawut dan kotor.

Kini tidak kalah penting adalah

hadirnya kesadaran akan bumi

yang kian rusak dan menum-

puknya sampah plastik juga perlu

dimiliki para politisi dan khususnya

calon kepala daerah. Memikirkan

kampanye lebih ramah lingkungan

juga harus dilakukan relawan dan

tim pendukung. Kajian Kementrian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(KLHK) dapat memberikan gam-

baran. Saat Pilpres/Pileg Februari

silam sampahnya mencapai  392

ton di seluruh Indonesia. KLHK ke-

mudian menerbitkan Surat Edaran

(SE) Menteri LHK Nomor 3 Tahun

2024 tentang Pengelolaan Sam-

pah yang timbul dari Penyel-

enggaraan Pemilu 2024.???????

Hingga kini, soal  sampah di DIY

terutama di Kota Yogya dapat dika-

takan masih Ôbelum selesaiÕ. Maka

mengurangi sampai dari iklan atau

reklame luar ruang ini perlu dila-

kukan maksimal. Mungkinkah Kota

Yogya bisa menggagas dan me-

langkah dengan kampanye pilkada

ramah lingkungan dan tertib atur-

an?. Tentu ini harus mendapat du-

kungan partai politik dan kandidat

kepala daerah peserta Pilkada 20-

24 untuk ikutserta bertanggungja-

wab melestarikan lingkungan. ❑-f

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan me-

ngirimkan artikel untuk SKH Kedaulatan

Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya me-

nerima tulisan lewat email : opini-

kr@gmail.com dengan panjang tulisan

antara 550  - 600 kata, dengan mengisi

subjek mengenai isu yang ditulis serta

jangan lupa menampilkan fotocopy

identitas. Terimakasih. 
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